Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Poros Kubar-Mahulu
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Sumber gambar :Tribun Kaltim Sabtu, 02 November 2024

KORANKQLTIM.COM, SAMARINDA - Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten
Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Maluhu) terus menjadi perhatian serius. Akses
jalan di wilayah tersebut masih sangat memprihatinkan dan dianggap sebagai masalah
jangka panjang yang membutuhkan solusi nyata.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim),
Ekti Imanuel menyoroti pentingnya perbaikan jalan, terutama di jalur Samarinda-Kubar-
Mahulu. Menurutnya, penanganan perbaikan jalan harus segera dilakukan dengan
mempertimbangkan klasifikasi jalan yang ada.

"Akses jalan di Samarinda-Kubar-Mahulu memang masih menjadi masalah yang harus
segera ditangani. Namun, perlu dipahami bahwa penanganannya terbagi berdasarkan
klasifikasi jalan," jelas Ekti pada, Senin (28/10/2024).

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, bahwa jalan yang menghubungkan Kubar
termasuk kategori jalan nasional, yang berarti pembiayaannya ditanggung oleh
pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)'.
Lanjutnya, Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami pembagian jalan yang terdiri
dari tiga jenis: jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota, masing-masing
dengan sumber pendanaan berbeda.
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"Jalan nasional dibiayai oleh APBN, jalan provinsi oleh APBD' provinsi, dan jalan
kabupaten atau kota oleh APBD kabupaten/kota. Kami di DPRD Kaltim memiliki tugas
untuk mengawasi proses pembangunan infrastruktur ini, " tambahnya.

Ekti juga mengakui bahwa pembangunan jalan nasional seperti jalur Kubar-Mahulu
membutuhkan alokasi anggaran yang besar, mengingat panjang dan kondisi jalur tersebut.
Dengan anggaran sekitar Rp30-40 miliar, pembangunan jalan hanya mencakup sekitar 3-
4 kilometer. Menurutnya, anggaran ini harus ditingkatkan agar pembangunan jalan dapat
diselesaikan lebih cepat.

"Saat ini, anggaran Rp30-40 miliar hanya cukup untuk membangun sekitar 3-4 kilometer
jalan. Artinya, anggaran harus ditingkatkan agar pembangunan jalan bisa cepat selesai,"
tegas Ekti. Untuk mempercepat perbaikan infrastruktur ini, Ekti berencana
berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan
berkoordinasi dengan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim. Ia berharap
dukungan dari para wakil rakyat di DPR RI dapat membantu memperjuangkan tambahan
alokasi APBN untuk proyek jalan nasional di Kaltim.

Selain itu, Ekti juga akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bidang Perencanaan
guna membahas usulan peningkatan anggaran. la menegaskan, DPRD Kaltim akan
memastikan pembangunan berjalan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat
di wilayah Kubar dan Mahulu.

"Masalah jalan hanyalah salah satu dari banyak aspirasi masyarakat yang perlu kami
jawab. Kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan di Kaltim berjalan merata
dan tepat sasaran," tutupnya. (Adv/hms7)

Sumber berita:
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2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur
sebagai berikut:

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.
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(2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan
nasional.

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan
kabupaten/kota, dan jalan desa.

(4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro
sesuai dengan kebijakan nasional.

(5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

i Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

ii Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
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